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P  ENETAPAN

Nomor 26/ Pdt.P/2019/PN Pkl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan  Negeri  Pekalongan yang mengadili  perkara-perkara  perdata

permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai

berikut di bawah ini dalam perkara : 

DWIKY AULIA BRAMANTO, Tempat/ tanggal lahir: Pekalongan/ 6 November

1996, Agama: Islam, Pekerjaan: Mahasiswa, Alamat: Buaran

Indah  Blok  A  314  RT  001/RW  006  Kelurahan  Jenggot

Kecamatan  Pekalongan  Selatan  Kota  Pekalongan,

selanjutnya disebut sebagai  PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut; 

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22

Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan

pada tanggal 23 Januari 2019 di bawah register Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Pkl telah

mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama: DWIKY AULIA BRAMANTO anak laki-laki dari

suami  istri:  WIDODO HERU PURWANTO dan IRMA NURLIANI lahir  di

Pekalongan  pada  tanggal  6  November  1996,  sebagaimana  tersebut  pada

Kutipan  Akte  Kelahiran  Nomor:  1710/1996  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
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2. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti  nama ayah Pemohon yang ada

dalam  Akta  Kelahiran  Pemohon  dari  yang  tertulis:  WIDODO  HERU

PURWANTO menjadi WIDODO;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud akan mengganti nama ayah Pemohon yang

ada  dalam  Akte  Kelahiran  Pemohon  agar sesuai  dengan  dokumen

Kependudukan yang sudah ada ;

4. Bahwa oleh karena nama ayah Pemohon telah terdaftar pada Pegawai Dinas

Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kota  Pekalongan,  maka  dengan adanya

penggantian nama tersebut perlu juga diganti Akta yang sudah ada, untuk itu

diperlukan  adanya  penetapan  dari  Pengadilan  Negeri  Pekalongan  yang

berwenang untuk hal tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka

perkenankanlah  dengan  ini  pemohon  mohon  kehadapan  yang  terhormat  Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini

dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;

2. Memberi  ijin  kepada  Pemohon  untuk  mengganti  nama ayah  Pemohon  dari

WIDODO  HERU  PURWANTO  menjadi  WIDODO  yang  ada  dalam  Akte

Kelahiran Pemohon Nomor :  1710/1996 tertanggal 11 November 1996 adalah

anak laki-laki sah dari suami isteri : WIDODO HERU PURWANTO dan IRMA

NURLIANI ;

3. Memerintahkan kepada Panitera  Pengadilan  Negeri  Pekalongan atau petugas

lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya

diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, untuk mencatat penggantian nama ayah Pemohon tersebut kedalam daftar

kelahiran yang bersangkutan ;
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4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan

Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  ditentukan  Pemohon

telah  datang  menghadap  sendiri,  setelah  permohonan  Pemohon  dibacakan,

Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya dan tetap

pada permohonannya ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3375040611960002 atas nama

DWIKY AULIA BRAMANTO  (diberi tanda P.1);

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3375042709650002 atas nama

WIDODO (diberi tanda P.2);

3. Fotocopy  Kutipan  Akte  Kelahiran  Nomor:  1710/1996  atas  nama  DWIKY

AULIA BRAMANTO  tangggal  11  November  1996  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekalongan (diberi tanda

P.3);

4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3375-LT-15012019-0004 atas nama

WIDODO  tangggal  15  Januari  2019  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan (diberi tanda P.4);

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah SERI: QC No: 347/86/IX/91 tanggal 28-9-1991

(diberi tanda P.5);

6. Fotocopy  Kartu  Keluarga  No.  3375042609070078  tanggal  15-01-2019  atas

nama Kepala Keluarga Widodo  (diberi tanda P.6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata

sesuai  dengan  aslinya  dan  bukti-bukti  surat  tersebut  telah  bermaterai  cukup

sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah

pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. IRMA NURLIANI,  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  karena  saksi  adalah  ibu  kandung

Pemohon;

- Bahwa suami saksi bernama Widodo;

- Bahwa saksi dan suami saksi menikah pada tanggal 28 September 1991;

- Bahwa dari perkawinan saksi dan suami saksi tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang

anak yaitu yang pertama perempuan bernama Ikha Nur Diniawati, yang kedua

laki-laki  bernama  Dwiky  Aulia  Bramanto  (Pemohon)  dan  yang  ketiga

perempuan bernama Hestri Apriliani Widowati;

- Bahwa Dwiky Aulia Bramanto (Pemohon) lahir di Pekalongan pada tanggal 6

November 1996;

- Bahwa saat  ini  Dwiky Aulia  Bramanto  (Pemohon)  sudah selesai  kuliah dan

sedang menunggu diwisuda;

- Bahwa  nama  suami  saksi yang  ada  dalam  Akte  Kelahiran  Dwiky  Aulia

Bramanto (Pemohon) adalah Widodo Heru Purwanto;

- Bahwa nama suami saksi yang ada dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran suami

Pemohon adalah Widodo;

- Bahwa  saat  ini  Pemohon  mengajukan  permohonan  untuk  mengganti  nama

suami  saksi/ayah  Pemohon  yang  ada  dalam  Akte Kelahiran  Dwiky  Aulia

Bramanto  (Pemohon)  dari  yang  semula  tertulis  Widodo  Heru  Purwanto

diperbaiki menjadi Widodo;

- Bahwa  maksud  Pemohon  mengajukan  permohonan  ini  adalah  untuk  tertib

administrasi dan juga untuk keperluan mencari kerja Pemohon;
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Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan

dan tidak keberatan;

2. BADRIYAH,, memberikan keterangan yang pada pokoknya  sebagai berikut:

- Bahwa saksi  kenal  dengan Pemohon karena Pemohon adalah  anak kandung

Sdri.  Irma Nurliani  yang merupakan teman kerja  saksi  di  Kejaksaan Negeri

Kota Pekalongan;

- Bahwa ayah Pemohon bernama Widodo;

- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan sedangkan tanggalnya saksi tidak tahu;

- Bahwa Pemohon adalah anak nomor dua dari tiga bersaudara;

- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama ayah

Pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis

Widodo Heru Purwanto diperbaiki menjadi Widodo;

- Bahwa  maksud  Pemohon  mengajukan  permohonan  ini  adalah  untuk  tertib

administrasi dan juga untuk keperluan mencari kerja Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan

dan tidak keberatan;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pemohon  menyatakan  tidak  akan

mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang,  bahwa  segala  sesuatu  yang  terjadi  di  dalam  persidangan

sebagaimana  tercantum dalam Berita  Acara  Persidangan  turut  dipertimbangkan

dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa yang menjadi  pokok permohonan Pemohon adalah

Pemohon  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  Negeri  Pekalongan  agar

diberikan  ijin  kepada  Pemohon  untuk  mengganti  nama ayah  Pemohon  dari

Hal 5 Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Pkl
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WIDODO  HERU  PURWANTO  menjadi  WIDODO  yang  ada  dalam  Akte

Kelahiran Pemohon  Nomor  :  1710/1996 tertanggal 11  November  1996 adalah

anak  laki-laki sah dari suami isteri : WIDODO HERU PURWANTO dan IRMA

NURLIANI ;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun

2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  yang  telah  dirubah  dengan  Undang-

undang Nomor 24 tahun 2013 pada pokoknya menyatakan Pencatatan Perubahan

nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-6 berupa Kartu Tanda

Penduduk dan Kartu Keluarga, maka benar Pemohon bertempat tinggal di Buaran

Indah Blok A 314 RT 001/RW 006 Kelurahan Jenggot  Kecamatan  Pekalongan

Selatan  Kota  Pekalongan  oleh  karenanya  Pengadilan  Negeri  Pekalongan

berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  P.1  sampai  dengan  P.6

dihubungkan keterangan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum :

 Bahwa benar Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 6 November 1996;

 Bahwa benar Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri Widodo

dan Irma Nurliani;

 Bahwa benar nama ayah Pemohon yang tertulis di KTP, KK dan Akta Kelahiran

ayah Pemohon adalah Widodo;

 Bahwa benar nama ayah Pemohon yang tertulis  di Akte Kelahiran Pemohon

adalah Widodo Heru Purwanto;

 Bahwa benar Pemohon bermaksud akan mengganti nama ayah Pemohon yang

ada  di  dalam Kutipan  Akte  Kelahiran  Pemohon  dari  yang  semula  tertulis

Widodo  Heru  Purwanto  menjadi  Widodo  agar  sama  dengan  nama  ayah

Pemohon yang tertulis di KTP, KK dan Akte Kelahiran ayah Pemohon;
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 Bahwa  benar  maksud  dan tujuan Pemohon  mengganti  nama  ayah  Pemohon

adalah  untuk  tertib  administrasi  dan  juga  untuk  keperluan  mencari  kerja

Pemohon;

Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  fakta-fakta  hukum  di  atas

dihubungkan  dengan  dalil-dalil  dari  permohonan  Pemohon,  maka  permohonan

Pemohon  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,

sehingga  permohonan  Pemohon  di  atas  adalah  cukup  beralasan  dan  dapat

dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka

Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan

disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013,

serta Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

2. Memberi  ijin  kepada  Pemohon  untuk  mengganti  nama ayah  Pemohon  dari

WIDODO  HERU  PURWANTO  menjadi  WIDODO  yang  ada  dalam  Akte

Kelahiran Pemohon Nomor :  1710/1996 tertanggal 11 November 1996 adalah

anak laki-laki sah dari suami isteri : WIDODO HERU PURWANTO dan IRMA

NURLIANI ;

3. Memerintahkan kepada Panitera  Pengadilan  Negeri  Pekalongan atau petugas

lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya

diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, untuk mencatat penggantian nama ayah Pemohon tersebut kedalam daftar

kelahiran yang bersangkutan ;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan  biaya  perkara  permohonan  ini  kepada  Pemohon  sebesar  Rp

171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 7 Februari 2019 oleh

kami UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan,

Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan

terbuka  untuk  umum,  dengan  dibantu  oleh  SUTRISNO,  SH.  sebagai  Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh Pemohon ; 

  Panitera Pengganti,                                                 H A K I M,

    SUTRISNO, SH.                                UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.

Perincian Biaya:

 Biaya Pendaftaran      : Rp   30.000,-

 Biaya Proses               : Rp  50.000,-

 PNBP Panggilan          : Rp    5.000,-

 Biaya Panggilan           : Rp 75.000,-

 Biaya Redaksi              : Rp   5.000,-

 Biaya Materai               : Rp   6.000,- 

     Jumlah        : Rp 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
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